
 
 

 
BUPATI TANGERANG 
PROVINSI BANTEN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG 

 
NOMOR 2 TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANGERANG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

6. Undang-Undang… 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

 

14. Peraturan… 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  
Nomor  25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012  Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor  216, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5358); 

 

 

22. Peraturan… 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 
Nomor 02); 

24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 

Tahun 2014 Nomor 04); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG 

dan 

BUPATI TANGERANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

  Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan  
keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; dan 

d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha 
Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

  Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: 

a. pendapatan    Rp. 3.698.374.252.841,00 
b. belanja     Rp. 3.512.778.491.741,00 

surplus/defisit  Rp.    185.595.761.100,00 

  
c. pembiayaan: 
     1. penerimaan   Rp.     723.484.054.052,00 

 2. pengeluaran  Rp.       30.700.000.000,00 
surplus/defisit  Rp.     692.784.054.052,00 

 

   

  Pasal 3… 
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  Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp186.774.544.069,00 (seratus delapan puluh enam 
miliar tujuh ratus tujuh empat juta lima ratus empat 

puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan       Rp. 3.511.599.708.772,00 

setelah perubahan       
2. realisasi        Rp. 3.698.374.252.841,00     

 Selisih lebih/(kurang)      Rp.    186.774.544.069,00 

 
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp668.322.031.461,00 (enam ratus enam puluh delapan 
miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh satu ribu 
empat ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan       Rp. 4.181.100.523.202,00 
setelah perubahan       

2. realisasi        Rp. 3.512.778.491.741,00     
 Selisih lebih/(kurang)     (Rp.    668.322.031.461,00) 

 
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp855.096.575.530,00 (delapan ratus lima puluh lima 

miliar Sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh 
lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. surplus/defisit       (Rp.    669.500.814.430.00) 
setelah perubahan      

2. realisasi        Rp.    185.595.761.100,00     
 Selisih lebih/(kurang)      Rp.    855.096.575.530,00 
 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp23.283.239.622,00 (dua puluh tiga miliar dua 

ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dengan rincian 
sebagai berikut: 

1. anggaran penerimaan       Rp.    700.200.814.430,00 

pembiayaan setelah  
perubahan       

2. realisasi        Rp.    723.484.054.052,00     
 Selisih lebih/(kurang)      Rp.      23.283.239.622,00 
 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 
pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian 
sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran       Rp.      30.700.000.000,00 
pembiayaan setelah  

perubahan       
2. realisasi        Rp.      30.700.000.000,00     

 Selisih lebih/(kurang)      Rp.                            0,00 

 
 

f. selisih… 
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f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 

sejumlah Rp23.283.239.622,00 (dua puluh tiga miliar dua 
ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh 
Sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran       Rp.    669.500.814.430,00 

pembiayaan setelah  
perubahan       

2. realisasi        Rp.    692.784.054.052,00     

 Selisih lebih/(kurang)      Rp       23.283.239.622,00 
 

  Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b 
per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. Jumlah aset         Rp. 16.739.727.008.753,51     
b. Jumlah kewajiban        Rp.        55.039.205.641,00 
c. Jumlah ekuitas dana       Rp. 16.684.687.803.112,51 

 

  Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

a. Saldo kas  awal    Rp.  657.492.359.900,16 
per 1 Januari tahun 2014     

b. Arus kas dari aktivitas operasi    Rp.1.366.168.455.199,00 

c. Arus kas dari aktivitas               (Rp1.239.891.060.796,00) 
investasi aset non-keuangan                        

d. Arus kas dari aktivitas   (Rp.     7.335.495.548,00) 
pembiayaan          

e. Arus kas dari aktivitas             Rp.                          0,00 

nonanggaran           
f. Saldo kas akhir            Rp.  878.479.581.243,16 
     per 31 Desember tahun 2014      

 

  Pasal 6 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, memuat informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 7 

Uraian serta isi laporan pertanggungjawaban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I 
sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 
 

 

 

Pasal 8… 
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Pasal 8 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: 
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan 

Daerah ini; dan  
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran 
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 9 
 

Ketentuan penjabaran lebih lanjut mengenai rincian dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.  

 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. 
 

Ditetapkan di  Tigaraksa 

Pada tanggal 14 September 2015 
 

 

 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Tigaraksa 
Pada tanggal 14 September 2015  

 
   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANGERANG, 
 
                   Ttd. 

 
 

     ISKANDAR MIRSAD 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 01 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN : 
(3/2015) 

 

    BUPATI TANGERANG, 

 
Ttd. 

 
 

A. ZAKI ISKANDAR 


